
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR £ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS
POKOK DAN FUNGSI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan;

1.

3.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupatea Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); K ,



4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit
Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5012);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor
2);

8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8
Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

f

1 Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 8) diubah sebagai
berikut :L

D



Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

dengan SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan yang menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kebupaten yang
selanjutnya di sebut KLP adalah Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
selatan;

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu Sealatan;

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa ;

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat Pemegang Kewenangan pengguna Anggaran SKPD
atau Pejabat yang disamakan pada Institusi pengguna
APBN/APBD ;

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD;

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/jasa;

13. Pejabat Pengadaan adalah pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang
memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang
melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung,
dan E-Purchasing;

14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna anggaran;

15. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisiknya;

16. Jasa Kontruksi adalah Jasa Layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan ^ang mengutamakan adanya pola pikir
(brainware);.



BAG1AN

HUKUM

17 Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
yang mengeutamakan keterampilan (skilliuare) dalam suatu
sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi,
pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang;

18 Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut POKJA
adalah panitia pengadaan barang/jasa yang melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa ;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
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Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal V> Maret 2015
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Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Maret 2015
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BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 6


